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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  DAN  HIPOTESIS
2.1       Kajian Pustaka

2.1.1   Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Menurut program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan Good Governance. Pengertian Good Governance sering diartikan sebagai  kepemerintahan  yang  baik. Sementara  itu, World Bank mendefinisikan Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindarkan salah alokasi dana investasi dan pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun  administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and  framework  bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Muhammad dalam  bukunya  yang  berjudul  Manajemen  Bank  Syariah,  adalah  sebagai berikut:
”Good Corporate Governance  dapat didefinisikan sebagai  sistem  hak,  proses  dan  kontrol  secara keseluruhan ysng ditetapkan secara internal  dan eksternal atas  manajemen yang  sebuah  entitas  bisnis dengan   tujuan   untuk   melindungi   kepentingan  semua  stakholders”.









           (2005:404)

Sedangkan pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Mas Ahmad Daniari dalam bukunya yang berjudul Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, adalah sebagai berikut:

”Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.”










 (2005 : 8)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien, transparan  dan konsisten   dengan   peraturan   perundangan   yang    dapat   membantu    tercapainya 

kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

2.1.2    Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate Governance 

Prinsip Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik terang dalam pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan  Corporate Governance. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut Sedarmayati dalam bukunya yang berjudul Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik) di kemukakan SK Menteri Nomor : KEP-117/117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance diutarakan bahwa Prinsip Good Corporate Governance meliputi:

1) Transparency (Keterbukaan)
2) Accountability (Akuntabilitas)

3) Responsibility (Pertanggungjawaban)

4) Independency (Kemandirian)
5) Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)









                       (2007 : 57)
      Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparency (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 
material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak 
yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor 
harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada 
saat diperlukan.
2. Accountability (Akuntabilitas)

Accountability (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaanya berjalan 
secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan 
secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem 
(benturan kepentingan peran).
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di 
dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 
peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang 
berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan 
lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan 
persaingan yang sehat.
4. Independency (Kemandirian)

Independency atau (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan 
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. 
Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan 
menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakholder 
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan 
dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan 
kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Fairness menjadi jiwa 
untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam 
kepentingan dalam perusahaan.
Menurut Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik), pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1) Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2) Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3) Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.










 (2007:62)
Diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan karena dapat meningkatkan nilai perseroan, memaksimalkan tata pengelolaan perusahaan dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pihak yang berkepentingan  dalam perusahaan.
2.1.3   Manfaat dan Prasyarat Penerapan Good Corporate Governance
Manfaat dari penerapan good corporate governance ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mas Ahmad Daniri dalam bukunya yang berjudul Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Bahasa Indonesia, jika perusahaan menerapkan GCG secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital). 
3. meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.

4. menciptakan dukungan para stakeholders dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.”











 (2005:15)

Secara umum, menurut Indra Surya dalam bukunya yang berjudul Penerapan Good Corporate Governance: mengesampingkan hak-hak istimewa demi Kelangsungan Usaha, penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi  domestik maupun asing

2. Mendapatkan cost of Capital yang lebih murah

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari Stakholders terhadap perusahaan.

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.










 (2006:68)

Untuk menciptakan keberhasilan dalam penerapan GCG, maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Daniri dalam bukunya yang berjudul Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, adalah sebagai berikut :
”Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. 
Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan faktor 
internal.”








           (2005 : 15)

Kedua jenis faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain:

a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

b) Adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Cleane Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.

c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional

d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.

e) Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.
2. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan.

b) Adanya berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG .

c) Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.

d) Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

f) Kualitas, skill, kredibilitas dan integritas berbagai pihak yang menggerakan perusahaan.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan good corporate governace bukan untuk saat ini saja, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus sebagai alat untuk mencapai kemenangan dalam persaingan global.

2.2
Pengertian Audit 


Pada prinsipnya Audit Internal merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan keadaan yang seharusnya dapat di gunakan oleh pegawai sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan.


Pengertian Audit manurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Auditing, adalah sebagai berikut:



”Proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 
objektif mengenai pernyataan- pernyataan tentang kegiatan dan 
kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, 


serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang 
berkepentingan.” 
   





  

   (2002:9)



Pengertian Audit menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya yang berjudul Auditing, adalah sebagai berikut:


”Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about  
information  to determine and report on the degree of correspondence 
between the  information and  established criteria. Auditing should be done 
by a competent, independent  person. ”










              (2003:9)


Dari definisi diatas, Arens dan Loebbecke berpendapat bahwa Audit merupakan pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh oyang yang berkompeten dan independen.


Pengertian lain mengenai  Audit menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya  yang berjudul Auditing, adalah sebagai berikut:


”Suatu pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah di susun oleh manjemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat  mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”











             (2004 : 3)


Dari tiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil Audit di sampaikan kepada pemakai yang berkepentingan. Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, organisasi buruh, kantor pelayanan pajak, kreditur dan calon investor.
2.2.1 Audit Internal

Audit Internal hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departmen, bagian, seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Tugas fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengatur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain.

Pengertian Audit Internal menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Auditing, adalah sebagai berikut:
”Pemeriksaan yang bekerja dalam perusahaan, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen  puncak  telah dipatuhi, menentukan  baik atau tidaknya penjagaan terhadap  kekayaan  organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.”










           (2002 : 29)

Pengertian Audit Internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setia Budi dalam bukunya yang berjudul Auditing 2, adalah sebagai berikut : 

”Suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk 
memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi.”









       (2003 : 408)

Pengertian lain mengenai Audit Internal menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya yang berjudul Internal Auditing, adalah sebagai berikut : 


”Audit Internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independent) 
didalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna 
memenuhi kebutuhan pimpinan”.










(2005 : 3)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Audit Internal adalah suatu kegiatan independen dalam suatu organisasi yang memberikan jasa untuk memeriksa, mengevaluasi dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasi perusahaan. Audit Internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan pengendalian internal yang menguji kememadaian dan keefektifan pengendalian lain. Audit Internal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit catatan-catatan akuntansi.  
2.2.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal dalam bukunya yang berjudul Standar Profesi Audit Internal, adalah sebagai berikut :

”Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam charter Audit Internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari 
Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi  ”










 (2004 : 8)

Pernyataan tersebut dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal.

Dinyatakan secara lebih terperinci oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai tanggung jawab Audit Internal dalam bukunya yang berjudul Standar Profesional Akuntan Publik, adalah sebagai berikut :

”Audit Internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain 
kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang 
setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, auditor 
internal mempertahankan  objektifitasnya yang berkaitan dengan 
aktivitas yang diauditnya. ”








       (SPAP 2002 : 322.1)

Secara garis besar tanggung jawab seorang auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atau kelemahan-kelemahan yang ditemukannya.
2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.
Standar Profesi Audit Internal (SPAI), isi dari standar tersebut adalah:
1) Independence (Independensi)
2) Professional Proficiency (Kemampuan Propesional)

3) Scope of work (Lingkup Pekerjaan)

4) Performance of audit work (Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan)

5) Management of the internal auditing department (Manajemen Bagian Audit Internal)









     (2004 : 17)
Standar professional dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Independence (Independensi)
    
 Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaanya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal.

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, hal tersebut dikarenakan:
A. Pemimpin audit internal harus bertanggung jawab terhadap individu di dalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk mewujudkan kemandirian tersebut dan menjamin luas cakupan pemeriksaan, dan tindakan yang tepat berdasarkan rekomendasi pemeriksaan.

B. Pimpinan audit internal harus memiliki hubungan langsung dengan dewan

C. Kemandirian tersebut harus ditingkatkan bila pengangkatan atau penggantian pimpinan audit internal dilakukan atas persetujuan dewan.

D. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam dokumen tertulis, sebaiknya di dalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen dan dewan.

E. Pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan persetujuan mengenai rangkuman jadwal pemeriksaan, susunan kepegawaian dan anggaran yang kemudian diinformasikan kepada dewan.

F. Pimpinan audit internal harus memberi laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan, atau setiap periode yang lebih singkat bila dipandang perlu.
2)
Professional Proficiency (Kemampuan Profesional)



   
   Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung  jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Unit audit internal harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan, memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang di butuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan, serta audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.
Selain itu audit internal harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan, memiliki pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam melaksanakan pemeriksaan, memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif, meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan, serta melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.
3). Scope of work (Lingkup Pekerjaan) 
Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.
Lingkup pekerjaan audit internal, sebagaimana ditetapkan dalam standar profesional audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Meninjau terhadap kecukupan suatu sistem audit internal, apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai secara ekonomis dan efisien.
4)  Performance of audit work (Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan )

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (Follow Up). Audit  internal (internal auditor) bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau direview oleh pengawas.
Kegiatan audit dimulai dengan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, memuat informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa dan program pemeriksaan, menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak yang dipandang perlu, melaksanakan survei secara tepat, menentukan bagaiman, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.
Kemudian dilakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, hal tersebut diperlukan untuk membuktikan kebenaran informasi dan mendukung hasil audit. Setelah pengujian dan pengevaluasian dilakukan auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terakhir.

5) Management of the internal auditing department (Manajemen Bagian Audit Internal)
Pimpinan audit internal harus mengelola badan audit internal secara tepat, sehingga:
a) Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui manajemen senior dan diterima oleh dewan.
b) Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif

c) Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.
Untuk mencapai tujuan tersebut pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian audit internal, harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggungjawab bagian audit internal, harus membuat kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa, harus menerapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal dengan auditor eksternal dan harus menerapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal. 

2.3     Hubungan Penerapan Good Corporate Governance dengan Pelaksanaan Audit Internal 
  Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa standar profesional sangat penting diterapkan oleh perusahaan khususnya PT. Sinar Sosro. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan segala program yang dijalankan perusahaan, misalnya dalam penerapan audit internal.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tuanakotta yang diterjemahkan oleh PPA-STAN dalam bukunya yang berjudul “Internal Auditing” , adalah sebagai berikut:
“Tindakan-tindakan atau program yang terperinci yang diterapkan perusahaan agar  GCG  berjalan  secara  efektif  sangatlah penting bagi pemeriksa dalam menjalankan tugasnya, karena dapat memberi penilaian yang lebih guna memenuhi kebutuhan pimpinan dalam pengambilan keputusan seperti pentingnya peta bagi navigator.

        (2004 : 141)
Untuk mewujudkan pelaksanaan audit internal yang berkualitas pada suatu perusahaan, salah satunya adalah dengan adanya penerapan  program yang terperinci agar  GCG  berjalan  secara  efektif. Jadi Good Corporate Governance mempunyai pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan Audit Internal pada PT. Sinar Sosro.

2.4
Kerangka Pemikiran
PT. Sinar  Sosro agar  tetap  dapat bersaing dalam dunia usaha ini mempunyai beberapa cara,  salah satunya  yaitu  dengan  cara  meningkatkan  keberhasilan  usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stokeholders serta memerlukan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tersebut yaitu adanya sistem audit internal secara langsung, hal tersebut  dilakukan  melihat  dengan semakin luasnya  ruang lingkup yang harus dikendalikan  sehingga  akan  dirasakan adanya kesulitan  yang disebabkan  oleh  keterbatasan  kemampuan  pihak manajemen  itu  sendiri.

Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Indra Surya dalam  bukunya  yang  berjudul Good Corporate Governance, adalah sebagai berikut:

”Good Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang  efektif.  Dibangun  melalui  kultur  organisasi, nilai-nilai,  sistem,
 berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi,  yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan,  efisien dan efektif dalam mengelola resiko  dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders.”                               











 (2006:25)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa standar profesional audit internal sangat penting diterapkan oleh Auditor Internal dalam perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hari Wahyudim dalam bukunya yang berjudul Good Corporate Governance, adalah sebagai berikut:
“Salah  satu motivasi untuk membantu pelaksanaan sistem audit intern yang berkualitas adalah adanya pengakuan dan memiliki kinerja yang efektif dan efisien.”









           (2004 : 51)

Kemudian menurut Hari Wahyudim juga menyatakan bahwa keberhasilan penerapan GCG juga memiliki persyaratan tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor internalnya yaitu terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik dan mencapai tujuan, perusahaan tidak dapat mengabaikan bahwa suatu pengawasan dalam pengelolaan perusahaan yang memadai mutlak harus ada. Dengan keberadaan fungsi Audit Internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya.

Pengertian Audit Internal menurut Bambang Hartadi dalam bukunya yang berjudul Internal Auditing, adalah sebagai berikut :

“Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan – kegiatan perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen agar tanggung tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tersebut Audit Internal menyajikan analisis-analisis, penilaian-penilaian, saran-saran, bimbingan-bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah, dipelajari dan dinilainya. ”










 







    


(2003:36)

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh Good Corporate Governance terhadap penerapan audit internal, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.2

Penelitian dan Referensi yang berkaitan dengan

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance  

Terhadap Pelaksanaan Audit Internal 
	Penulis / Judul
	Hasil

	 Penulis : Thomas S. Kaihatu
(Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya

Email: tkaihatu@petra.ac.id)
Judul : Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia: Aspek  Audit manajemen dan Pengendalian Intern
	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh pada Audit manajemen dan Pengendalian Intern .

	Penulis : Hendrawan P
Judul : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Peran Audit Internal
	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Good Corporate Governance berpengaruh pada Pengendalian Intern  

	Penulis : Sabda Hafiz, Anie Flores
Judul : Evaluasi Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Peran Auditor Internal. (Studi kasus pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.)
	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance berpengaruh pada Audit Internal.


Dalam hal ini, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada bidang audit yang diteliti, Di sini penulis lebih menitikberatkan pada audit internal sedangkan  Thomas S. Kaihatu menitikberatkan pada audit manajemen, perbedaan dengan Hendrawan P. yaitu pada prinsip GCG yang diterapkan, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility, sedangkan penulis menggunakan lima prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility , independency, dan fairness, serta perbedaan lainnya yaitu terletak pada waktu penelitian dan jumlah responden dalam pengambilan sampel, dari ketiga penelitian tersebut yang menjadi persamaannya adalah pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap pelaksanaan audit internal. Berdasarkan diskusi dan pustaka serta kesimpulan penelitian terdahulu diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerapan Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh pada audit internal yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.
Jadi  Good Corporate Governance yang memiliki lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, accountability, independency, dan responsibility. Kelima komponen tersebut penting karena secara konsisten  terbukti dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, namun apabila penerapan Good Corporate Governance tidak memadai, maka perusahaan tidak akan mampu melaksanakan audit internal yang berkualitas, sehingga penerapan Good Corporate Governance dengan kualitas audit internal yang sesuai menurut  tujuan perusahaan tidak akan terwujud. 

Penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut: 


[image: image1]
Gambar 2.1 
Skema Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:


[image: image2]
Gambar 2.2

Paradigma Penelitian
2.5      Hipotesis

Menurut  Jonathan Sarwo dalam  bukunya Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, pengertian hipotesis adalah:


“Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti”









           (2006:26)


Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu:


” Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap pelaksanaan Audit Internal”.

 Independence yaitu mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa.


 Professional Proficiency  yaitu   Pemeriksaan internal   harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional.


c) Scope of work Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.


d) Performance of audit work yaitu Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti.


e) Management of the internal auditing department yaitu audit internal harus mengelola badan audit internal secara tepat.








Dapat diambil hipotesis bahwa penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap pelaksanaan Audit Internal





Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan.


 Accountability (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif.


Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.


Independency atau (Kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan 	dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Fairness (kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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